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PERJANJIAN KREDIT DITINJAU DARI HUKUM PERDATA

Asrul Aswar

ABSTRAK

Penelitian ini berdudul Tinjauan Hukum Perindungan Konsumen Terhadap
Perjanjian Kredit Bank. Tujuan pengliian ini yang pertama : uniuk mengetahul dan
memahami klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit bank yang bertentangan dengan
Undang - Undang Perlindungan Konsumen : kedua Untuk dapat mengetahui sejaub
mana upaya hokum perlindungan konsumen terkait dengan klausula eksonerasi
perjanjian kredit bank. Hasil penelitian: pertama; Ketentuan manakah dalam klausula
eksonerasi dalam perjanjian kredit bank yang berentangan dengan Undang — Undang
Pedindungan Konsumen, yaitu Peranjian kredit bank merupakan perjanjian sepihak oleh
bank, nasabah tinggal menandatangani dokumenformulir yang sudash dibuat dan
dirancang formatnya oleh bank. Yang mana didalam perjenjian kredil bank tersebut
lerdapat klausula-klausula yang memberatkan konsumen., Serla terdapal klausula
eksonerasi yang mana didalamnya pihak bank membebaskan kewajibannya atau
menghapus sama sekali kewajibannya. Dan klausula-klausula baku peranjian kredit bank
yang berlentangan dengan Undang — Undang Pedindungan Konsumen khususnya pada
Pasal 18 yang memuat larangan te'rhadap larangan kldusula baku atau klsusula
eksonerasi tersebul. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran klausula
baku sebagaimana diatur dalam undang - undang perlindungan konsumen juga sampai
sekarang belum dilaksanakan. Kedua: Upaya Hukum bagaimanakah yang dapat
dilakukan untuk melindungi konsumen ferkail dengan klausula eksonerasi dalam
penanjian kredit bank tersebut, Upaya Hukum Perindungan Konsumen Terkait dengan
Klausula Eksonerasi Perjanjian Kredit Bank selain dapat dilakukan melalui penerapan
Pasal 18 Undang — Undang No. B Tahun 1999 tentang Perindungan Konsumen jugs
dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia. Yang mana Bank indanesia
meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan nasabah dalam berhubungan dengan
bank. Bank Indonesia telah menetapkan upaya perfindungan nasabah sebagai salah satu
pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia {(API). Agar kepercayaan dar masyarakal itu
harus tetap lerjaga. Serta Keberadaan independen inl akan memberikan manfaat baik
bagi nasabah maupun bank khususnya dalam perjanjian kredit bank di indonesia.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumer, Perjanjian Kredit Bank, Eksoncrasi




10 | Jurnal Petides Vol. IV No. 2 Desember 2016

I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Ferkembangan
nasional

ekonomi
dewasa ini menunjukkan
arah yang semakin menyatu dengan
ekonomi regional dan intemasional
yang dapat menunjang sekaligus
dapat berdampak kurang
menguntungkan.  Sementara iy,
perkembangan perekonomian
nasional senantiasa bergerak cepat
dengan tantangan yang semakin
kompleks. Cleh karena itu, diperlukan
berbagai kebijakan dibidang ekonomi
termasuk sekior perbankan, sehingga
diharapkan akan dapat memperbaiki
dan memperkokoh perekonomian
nasional.

Sektor perbankan yang
memiliki posisi strategis sebagai
lernbaga intermediasi dan penunjang
sistemn pembayaran merupakan faktor
yang sangat menentukan
proses pembangunan
dibidang ekonemi. Bank sebagai
lembaga intermediasi dimaksudkan
sebagai peramlara pihak-pihak yang
mempunyai kelebihan dana (surplus
of fund) dengan pihak-pihak yang
kekurangan dan memerukan dana
{lack of fund). Jadi dengan demikian
perbankan akan bergerak dalam
kegiatan perkreditan dan berbagai
jasa yang diberikan, bank melayani

dalam
nasional

kebutuhan pembiayaan serta
melancarkan sistem pembangunan
bagi semua sektor perekonomian.’

Perkembangan perekonomian
yvang pesat telah menghasilkan
beragam jenis dan variasi barang atau
jasa. Konsumen pada akhimya
dihadapkan pada berbagai pilihan
jenis dan barang atau jasa yang
ditawarkan secara variatif. Kondisi
seperti i, pada satu  sisi
menguntungkan konsumen karena
kebutuhan terhadap barang dan atau
jasa yang inginkan dapat terpenuhi
dengan beragam pilihan. Namun pada
sisi lain, fenomena tersebut
menempatkan kedudukan konsumen
terhadap produsen menjadi tidak
seimbang, dimana konsumen berada
pada posisi yang lemah. Karena
konsumen menjadi objek aktifitas
bisnis untuk meraup keuntungan yang
besamya melalui kiat promosi dan
cara penjualan yang merugikan
kensumen.

Ketidakberdayaan konsumen
dalam menghadapi produsen jelas
sangat merugikan kepentingan rakyat.
Pada umumnya produsen berindung
dibzalik sfandard contract atau
peranjian baku yang telah

! Mubhammad Djunbana, Hukeen Perbankan o
Snedrmesicr, Cilra Aditya Bakt), Bandung, 2000,
hal Pendahuluan



ditandatangani oleh xedua belan
pihak, yakni antara kansumen dar
produsen, Hal fersebul bukan menjadi
persoalan regional saja, tetapi sudah
menjadi persoalan global  yang
melanda seluruh kensumen di dunia,
Timbulnya kesadaran konsumen telah
melahirkan satu cabang baru ilmu
hukum, yaitu hokum
parindungankonsumen. 2 Perhatian
terthadap  Hukum  Perlindungan
Konsumen dewasa ini telah mendapat
cukup perhatian karena menyangkut
aturan-aturan guna mensejahterakan
masyarakat secara |uas dapat
tercapai asalkan kesemuanya dengan
persyaratan tidak boleh berientangar.
dengan Undang-Undang, kesusilaan,
dan ketertiban umum.

Bank diarahkan untuk berperan

sebagai agen pembangunan, hal
tersebut menunjukkan bahwa
perbankan di indonesia memiliki

fungsi utama yaitu menghimpun dana
dari masyarakat dan memberikan
kredit kepada dalam
rangka

cperasionalnya.

masyarakat
kesinambungan

Perlu diperhatikan untuk dunia
perbankan ialah tujuan secara filosofis

¥ Zuthair, ek Parirdungan Konsomen, cef 1,
Kancang ~Jakeds, 2013 him 1
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dan eksistensi bank di indonesia, hal
ini sangat jelas ftercermin dalam
ketentuan Pasal 4 Undang-Undang

No. 10 Tahun 1988 tentang
Perbankan yang menjelaskan
"Perbankan  indecnesia  bertujuan
menunjang pelaksanaan

pembangunan nasicnal dalam rangka
meningkatkan pemerataan,
pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas
nasional ke arah peningkatan
kesejahteraan rakyat banyak™.

Harus diakui andalan Bank untuk
memperoleh keuntungan yaitu dengan
memberikan kredit kepada
masyarakat. Kredit diberikan alas
dasar kesepakatan dan kepercayaan,
oleh ksrena itu dengan adanya
pemberian kredit berarti adanya
kepercayaan. Makna kepercayaan
tersebut adalah adanya keyakinan
dari bank sebagai kreditur bahwa
kredit yang dibernkan kepada nasabah
akan sungguh - sungguh diterima
kembali dalam jangka waktu tertentu
sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang
No. 410 Tahun 1898 Tentang
Perbankan merumuskan bahwa kredit
adalah penyediaan uang atau tagthan
yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pinjam—meminjam
antara bark dengan pihak lain vang
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mewajibkan pihak peminjam untuk
melunasi utangnya sefelah jangka
wakiu tertentu dengan pembenan
bunga, Pengertian kredit tersebut
menunjukkan bahwa telah terjadi
kesspakatan antara kedua belah
pihak  yang  didasarkan pada
perjanjian, sehingga disebutiah
perjanjian kredit, dan perjanjian kredit
berbentuk perdanjian baku (sfandard
contracl) dimana peranjiannya yang
hampir seluruh klausul - klausulnya
sudah dibakukan oleh pihak bank
dalam bentuk formulir sehingga
Nasabah hanya dalam  posisi
menerima atau menolak yang pada
akhirnya melahirkan suatu perjanjian
yang fidak terlalu menguntungkan
bagi salah satu pihak.

Masalah perjanjian baku ini
sudah lama menjadi masalah, akan
tetapi belum mendapatkan pengaturan
yang jelas dalam Undang - Undang
perbankan. Karena ditenfukan secara
sepihak oleh pihak bank dan dimana
dalam suatu perianjian dicantumkan
klausula Eksonerasi yang
kreditur dar

adapun  yang
dimaksud dengan membebaskan dari
kewajibannya yaitu kondisi membatasi
atau bahkan menghapus sama skali

membebazkan

kewajibannya °

' H Budi Jtung, Kredlt Perbankan df indonesia,
Andi Yogyskarta' Yogyakarfa, 2000, Wm. 34.

tanggung jawab vyang semestinya
dibebankan kepada pihak bank itu
sendir. Yang pada prinsipnya hanya
menguntungkan pihak bank dan
merugikan MNasabah, beban yang
seharusnya dipikul oleh pihak bank
menjadi  beban nasabah karena
adanya klausula eksonerasi terssbut
Akibatnya posisi nasabah sangatiah
lemah, karena format dan s
perjanjlan telah dirancang oleh pihak
bank yang tentu saja dapat dipastikan
bahwa perjanjian tersebut memuat
klausula-klausula yang
menguntungkan pihak bank namun
bertentangan dengan Undang-
Undang Perlindungan Korisumen yaitu
Undang-undang Nomor & Tahun
1988,

Hal — hal tersebut diatas
mengundang permasalahan yang
mendorong  dilakukannya Penelitian
Tinjauan Hukum Perlindungan
kKonsumen Terhadap Perjanjian Kredit

Bank,

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang
sebagaimana diuraikan diatas maka
dapat  dirumuskan
sebagai benkut :

permasalahan

dalam
perjanjian

1. Ketentuan manakah

wlausula Eksonerasi




kredit bank vyang Bertentanga,
dengan Undang-Undang
Periindungan Konsumen?

2. Upaya hukum bagaimanakah yang
dapat dilakukan untuk melindungi
konsumen terkait dengan klausula
eksonerasi dalam peranjian kredit
bank tersebut?

Il. PEMBAHASAN

A. Klausula Eksonerasi Perjanjian
Kredit Bank yang Bertentangan
dengan Undang - Undang
Perlindungan Konsumen.

Hukum seyogianya memberikan
keadilan, karena keadilan merupakan
salah satu tujuan dari hukum. Namun
keadaan tersebut tidak diikuti oleh
pembaharuan hukum perbankan yang
diperukan untuk menunjang industri
perbankan tersebut agar tumbuh
dengan sehat, berupa Undang-
Undang No. 10 Tahun 1998 tentang
perubahan
atas Undang-undang No. 7 Tahun
1652
tentang Perbankan, Namun dalam
Undang-Undang  tersebut  belum
spesifik distur hubungan antara bank
dan nasabah, baik nasabah
penyimpan dana maupun nasabah
debitur, khususnya yang menyangkut
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hak dan kewajiban dalam kaitannya
dengan kredit bank.*

Sekalipun sudah ada ketentuan
yang mewajibkan bank  untuk
memberikan  kredit  berdasar-an
perjanjian kredit, namun sampal saat
ini tidak ads atau belum ada pedoman
atau tuntutan yang dapat dijadikan
acuan oleh bank-bank mengenai apa
saja isi atau klausula-klausula yang
seyogianya dimuat atau tidak dimuat
dalam suatu perjanjian kredit tersebut.

Banyak perjanjian didalam
transaksi bisnis yang terjadi bukan
melalui proses negosiasi yang
seimbang diantara para pihak, tetapi
penganfian itu teradi dengan cara
dipihak yang satu telah menyiapkan
syarat-syarat baku pada suatu formulir
peranjian yang sudah dicetak dan
kemudian disodorkan kepada pihak
lainnya untuk disetujui dengan hampir
tidak memberikan kebebasan sama
sekali kepada pihak lainnya untuk
melakukan negosiasi atas syarat-
syarat yang disodorkan. Perjanjian
yang seperti ini dinamakan pefjanjian
standar atau perjanjian baku.

* Sutan Remy Sighdsini, Kebebasan Berkontrak
Dan Perindungan Yang Seimbang Bagl Para
Fihak Dalam Perfanian Kredit Bank of Indonasia,
T, Fustaks Ufama Graftn - Jakards 2009 him.

o
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Masalah hukum yang
terpenting :
berkenaan dengan banyaknya

digunakan perjanjian-perjanjian baku
di dunia bisnis ialah masalah yang
berkaitan  dengan
klausuia atau ketentuan yang secara
tidak wajar sangat memberatkan bagi
pihak lainnya. Diantara klausul-klausul
yang dinilai sebagai klausul yang
memberatkan dan banyak muncul
dalam  perjanjian-perjanjian  baku

adalah yang disebut dengan klausul
5

pencantuman

eksemsi © , untuk istilah klausul
ek=emsi ini Mariam Dams
Badrulzaman menggunakan istilah

kiausula eksonerasi yang digunakan
dalam sebagai terjermahan dari istilah
exoneratie clausule dalam bahasa
belanda. Yang dimaksud dengan
klausula eksonerasi ialah sebagai
bensi pembatasan
pertanggunganjawab dari kreditur ® |
Yang secara
eksonerasi  ini

klausula yang

sederhana klausula

diartikan sebagai
klausula pengecualian kewajiban/
tanggung jawab dalam perjanjian dan
klausula yvang mengandung kondisi
membatasi atau bahkan menghapus
sama sekal tanggung jawab yang
semestinya dibebankan kepada salah

satu pihak.

3 Ibid ,him. 81
8 Ibid. him 83

Permasalahan juga menjadi
timbul ketika dalam prakteknya pihak
bank justru memanfaatkan hal
tersebut untuk menekan debitur
dengan membuat klausul-klausulnya
yang memberatkan itu, yang disebut
sebagal klausula eksonerasl itu
sehingga yang teradl adalah ketidak
seimbangan posisi tawar menawar
diantara mereka. Pada hakekatnya
tujuan pembatasan atau pembebasan
tanggung jawab (klausula eksonerasi)
bukaniah untuk memojokan atau
merugikan salah satu pihak, tetapi
justru membagi beban resiko yang
layak.

Batasan klausula eksonerasi
dimaksudkan mencegah
terjadinya penyalahgunaan keadaan
oleh pihak yang memiliki kedudukan
lebih kuat yang pada akhimya akan
merugikan konsumen.

unfuk

FPembatasan atau
penggunaan klausula eksonerasi ini
dapat ditemukan dalam Pasal 18
Undang-Undang No. 8 Tahun 1899
Tentang Pedindungan
Dalam Undang-Undang Perdindungan
Konsumen ini Klausula Eksonerasi
merupakan  salah  =atu benfuk
Klausula Baku yang dilarang oleh
Undang-Undang tersebut. Dalam
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

larangan

Konsumen.



Tentang Perlindungan ¥onsumep
klausula baku didefinisikan sebagai
setiap aturan atau

ketentuan dan syaratsyarat yang
telah dipersiapkan dan cditetapkan
terlebih dahulu secara sepihak oleh
pelaku usaha yang dituangkan dalam
suatu dokumen danfatau perjanjian
yang mengkat dan wajib dipenuhi
oleh konsumen’.

Dalam pasal 18 Undang-
Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen, dinyatakan
bahwa :

1) Pelaku usaha dalam menawarkan
barang dan fatau jasa vyang
ditujukan unituk diperdagangkan
dilarang membuat dan/ atau
mencantumkan  klausula  baku
pada setiap dokumen dan/ atau
perjanjian apabila;

a. menyatakan pengalihan tanggung
jawab pelaku usaha;

b. menyatakan bahwa pelaku usaha
berhak menolak menyerahkan
kembali barang vang dibeli
konsumen;

¢. menyatakan bahwa pelaku usahz
berhak menclak  penyerahan

? Pasal 1 grgka 10 Undang-undang Nomor 8
Tahun 1882 teniang Perindurgan Konsumen.
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kembali uang yang dibayarkan
atas barang dan/ atau jasa yang
dibeli oleh konsumen,

. menyatakan pemberian kuasa dar

konsumen kepada pelaku usaha
baik secara langsung maupun
tidak langsung untuk melakukan
segala lindakan sepihak yang
berkaitan dengan barang yang
dibeli oleh konsumen secara
angsuran.

. mengatur perihal pembuktian atas

hilangnya kegunaan barang atau
pemanfaatan jasa yang dibeli oleh
konsumen.

member hak kepada pelaku usaha
untuk mengurangi manfaat jasa
atau mengurangi harta kekayaan
konsumen yang menjadi cbjek jual
beli jasa,

. menyatakan tunduknya konsumen

kepada peraturan yang berupa
aturan baru, tambahan, lanjutan
dan / atau pengubshan lanjutan
yang dibuat sepihak oleh pelaku
usaha dalam masa konsumen
memanfaatkan jasa yang
dibelinya;

menyatakan bahwa konsumen
memberi kuasa kepada peiaku
usaha untuk pembebanan hak
tanggungan, hak gadai, atau hak
jaminan terhadap barang yang
dibeli oleh konsumen secara
angsuran.
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2) Pelaku
mencamtumkan

usaha dilarang
klausula baku
yang letak atau bentuknya sulit
terlihat atau ftidak dapat dibaca

secars jelas, atau yang
mengungkapkannya sulit
dimengerti.

3) Sefiap klausula baku yang telah
ditetapkan pelaku usaha pada
dokumen atau peranjian yang
memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat
{2) dinyatakan batal demi hukum:

4} Pelaku usaha wajib menyesuaikan
klausula baku yang bertentangan
dengan undang-undang ini.

Dalam kenyataannya, perjanjian-
perjanjian kredit yang ditawarkan oleh
pinak bank mengandung klausula
eksonerasi yang tidak seharusnya dan
bertentangan atau ftidak sejalan
dengan
ketentuan pasal 18 Undang-Undang

Mo, & Tahun 19899 tentang
Perlindungan Konsumen., Klausula
eksonerasi  dalam perdanjian kredit

bank yang dimaksud tersebut adalah

sebagai benkut:

a, klausula yang memuat tentang
pengalihan tanggung jawab

Sehubungan dengan pengalihan
tanggung jawab pelaku usaha atas
resiko yang timbul berupa produk atau
jasa  yang  diberkan kepada

konsumen, resiko tersebut merupakan
kerugian bagi konsumen alas
hilangnya kegunaan barang atau
pemanfaatan jasa yang dibeli oleh
konsumen, pelaku usaha biasanya
mencantumkan ketentuan pengalihan
tanggung jawab tersebut
produk atau jasa yang felah disiapkan
dalam dokumen perjanjian yang telah
dibuatnya. Klausula yang memuat
pengalihan tentang tanggung jawab
pelaku usaha ini juga pada prakteknya
selalu dicantumkan oleh pihak bank
dalam  perjanjian  kredit = Yang
umumnya kurang lebih  berbunyi
sebagai berikut;

dalam

“Untuk itu DEBITUR member

kuasa kepada BANK uniuk
melakukan pendebetan atas
dana tersebut. Untuk biaya

asuransi dan notaris, DEBITUR
dapat melakukan negosiasi
harga secara langsung kepada
perusahaan asuransi/ broker dan
notaris yang menjadi rekanan
BANK"®

Klausula ini termasuk klausula
eksonerasi dalam perfanjian kredit
bank yang bertentangan atau tidak
sejalan dengan ketentuan pasal 18
ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 8
Tahun 1898 tentang perlindungan

* Perjanjian Kredit Bank BRI



wornsumen  yang  secara  tegas
menyatakan bahwa :
“Pelaku usaha dalam
menawarkan barmang dan/ atau
jasa yang dituyjukan untuk
diperdagangkan dilarang
membuatl dan/atau

mencantumkan klausula baku
pada sefiap dokumen danfatau
perjanjian apabila menyatakan
pengalihan fanggung jawab
pelaku usahs "

Perjanjian kredit bank diatas
lerkesan bahwa pihak bank berusaha
bebas dari tanggung jawab, dan
kKlausula ini disusun sedemikian rapi
dalam perjanjian kredit bank sehingga
gdalam waktu singkat sulit dipahami.
Oleh karenanya Pencantuman
kiausula pengalihan tanggung jawab
dan pelaku usaha harus dapat dilihat
apakah klausula tersebul untuk
mengalihkan tanggung jawab bank
glau hanya sekedar menegaskan
tanggung jawab konsumen. karena
dengan adanya ketentuan ini tidak
menulup kemungkinan bagi pelaku
usaha untuk lepas dar tanggung
jawzbnya.

b. Klausula perubahan fingkat suku
bunga

Berkenaan dengan tingkat suku
bunga kredit yang telah disepakati
cleh bank dan nasabah hanya pada
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umumnya bersifat fluktuatif, maka
pihak bank seringkali memperjanjixan
haknya untuk menyesuaikan besamya
suku bunga kredit dengan
mencantumkan klausula perubahan
tingkat suku bunga tersebut dalam
perjanjian kredit bank yang
ditandatangani® . Klausula dimaksud
umumnya berbunyi kurang lebih
sebagai berkut ;

"Besamya suku bunga dan biaya-
biaya lainnya yang ditentukan
dalam perjanjian kredit bank ini
dapat berubah
sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan oleh BANK. Perubahan
tersebut mengikat DEBITUR dan
Fenanggung/ penjamin (jika ada)
cukup dengan pemberitahuan
tertulis dari BANK kepada
DEBITUR (melalui pengumuman
tertulis pada kantor-kantor BANK)
dan perubahan tersebut akan
mulai berlaku mengikat terhitung
sejak tanggal yang disebutkan
dalam pemberitahuan tersebut.""”

sewalkdu-walktiu

Tl MNpoman Wiays, “Klausifa bako dalam

pedannan kredit bank anfara bank pomednfah
derngan nasaban debifur dafam hubungannnys
dengan WL Moo 8 Tahun 1999 feafang
FPerindungan  konswmen”, semarang | Tesis
WMagister Kenotadatan, 2004, him 48

W peranjion Kredit Bonk BRI
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Klausul diatas dirasakan tidak adil,
tindakan perubahan fingkat suku
bunga yang dilakukan oleh pihak bank
secara sepihak dianggap
mengabaikan hak debitur, Bank
melakukan perubahan tingkat suku
bunga untuk sisa kredit yang masih
bernalan tanpa persetujuan pihak
debitur atau tanpa pertimbangan
debitur danfatau mempertimbangkan
keadaan si debitur, Selain dirasakan
tidak adil, kKlausula perjanjian kredit
tersebut tidak sesual atau lidak
sejalan dengan ketentuan pasal 18
ayat (1) huruf g, Undang-Undang No.
8 Tahun 1899 tentang perlindungan
konsumen, yang menyatakan sebagai
berikut

“Pelaku usaha dalam menawarkan
barang den/ atau jasa yang
ditujukan untuk diperdagangkan
dilarang membuat dan/ atau
mencantumkan klausula baku
pada "setiap dokumen dan/ atau
perjanjian apabila menyatakan
kepada
peraturan yang berupa aturan
baru, tambahan, lanjutan dan/ atau
pengubahan lanjutan yang dibuat
sepihak oleh pelaku usaha dalam
masa konsumen memanfaatkan
jasa yang dibelinya.”

tunduknya konsumen

Ada baiknya jika perubahan tingkat
suku bunga untuk sisa kredit yang

masih berjalan didasarkan pada
persetujuan kedua belah pihak atau
paling tidak pihak bank
mempertimbangkan keadaan debitur
sehingga hal fersebut tidak
memberatkan debitur,

Pada kenyataannya dalam

pelaksanaan perianjian kredit pihak

bank hanya menyesuaikan
(menaikkan) tingkat suku bunga
kredit, dan tidak permnah
menurunkannya. Serta  klausula
penyesuaian tingkat suku bunga
seperti yang dimaksudkan diatas
debitur  untuk  tunduk  kepada
peraturan yang dibuat sepihak cleh
bank sehingga debitur kurang

mendapat pedindungan, karena suku
bunga sewaktu-waktu dapat berubsh.
Mengingat proses perlindungan
konsumen seperti ini membutuhkan
waktu untuk bias diterapkan pada
dunia perbankan umumnya, maka

peru dilakukan sosialisasi dan
kesamaan pendapat agar {ujuan
perlindungan konsumen dapat

tercapai, sehingga tidak ada pihak-
pihak yang dirugikan baik bank
maupun peminjam (nasabah).'’
Pencantuman kiausula yang
memuat tentang pengalinan tanggung
jawab dan klausula perubahan tingkat

el Wlm. 52,




suku bunga tersebut diatas

bertentangan dengan Undang-

Undang No. 8 Tahun 1999 tentang

perdindungan konsumen, sehingga jika

klausula tersebut fersebut tetap
dicantumkan dalam perjenjian kredit
maka dapat dikenakan sanksi. Sanksi-
sanksi ini sebenarnya bukan hanya
beraku untuk pencantuman 2 (dua)
klausula tersebut tapi untuk semua
pencanturnan klausula yang dilarang
dalam Pasal 18 Undang-Undang No.

8 Tahun 1999 tentang perlindungan

konsumen, sanksi-sanksi tersebut

berupa :

a. Sanksi perdata yang diatur dalam
Pasal 18 ayat 2 Undang-undang
Ferlindungan Konsumen yaitu
berbunyi sebagai berikut :

“Setiap klausula baku yang
telah diterapkan oleh pelaku
usaha pada dokumen atau
perjanjian  yang memenuhi
ketentuan sebagaimana
dimzksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dinyatakan batal demi

hukum',

Penerapan sanksi perdats
diatas menunjukkan bahwa
Pencantuman klausula eksonerasi

oleh pelaku usaha dalam hal ini
adalah pihak bank, apabila dokumen
danfatau  peranjian  kredit yang
memuat ketentuan-ketentuan  yang
merugikan konsumen yang dilarang
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dalam pasal 18 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-Undang No. 8 Tahun 1889
tentang perlindungan  konsumen
dinyatakan batal demi hukum artinya
syarat-syaral crsebul dar semula
dianggap tidak pernah ada. Jadi
pelaku usaha (pihak bank) yang pada
saat ini telah mencantumkan klausula
baku dalam dokumen atau
peranjiannya wajib merevisi perjanjian
atau  menyesuaikannya klausula-
klausula yang ada dalam peranjian
agar sesuai dengan undang-undang
perlindungan konsumen.

b. Sanksi Pidana yang diatur dalam
Pasal 62 ayat (1) Undang-undang
Perlindungan Konsumen yang
berbunyi sebagai berikut :

"Pelaku usaha yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10,
Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal
17 ayat(1) huruf @, huruf b, huruf ¢,
huruf e ayat (2) dan Pasal 1B
dipidana paling lama & (lima Tahun
atau pidana denda paling banyak
2,000.000.000. (dua
rupiah).”

milyar

Penerapan sanksi pidana tersebut

menunjukkan bahwa ditinjau  dari
sudut

kebijakan pidana, Undang-Undang
Mo. 8 Tahunm 1992 tentang
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perlindungan konsumen masih kurang
memberikan efek jera bagi pelanggar
sehingga pembentuk undang-undang
perindungan konsumen terkesan
mengambil langkah pragmatis dengan
menerapkan noma-noma  hukum
pidana terhadap pelaku usaha.

B. Upaya Hukum Perlindungan
Konsumen Terkait dengan
Klausula Eksonerasi Perjanjian
Kredit Bank

Pemerintah dalam upayanya
melakukan perdindungan terhadap
konsumen terkait dengan klausula
eksonerasi telah membatasi atau
membuat larangan  pencantuman
klausula eksonerasi yang dianggap
merugikan konsumen yang tercantum
dalam Pasal 18 Undang-Undang No.
& Tahun 1999 tentang perlindungan
konsumen. Selain pelarangan
fersebut, juga dilkuti dengan sanksi-
sanksi baik secara perdata maupun
pidana yang dapat dikenakan pada
pelaku usaha yang nakal untuk tetap
melakukan pencantuman klausula
eksonersi yang telah dilarang dalam
Undang-Undang No. 8 Tahun 1886
tentang perindungan konsumen.

Lahimya Undang-undang
Perlindungan Konsumen diharapkan
menjadi payung hukum dibidang
konsumen. Adanya perlindungan
hukum bagi nasabah selaku

konsumen dibidang perbankan
menjadi penting, karena secara
factual kedudukan para pihak
seringkali tak seiimbang. Dengan
kerjasama yang baik antara pihak
bank dengan nasabah, khususnya
dalam hal adanya perjanjian standar
mengenai kredit dibank maka
diharapkan akan lebih
mengoptimalkan perlindungan hukum
bagi nasabah, sehingga dapat
meminimalisir masalah yang
berkepanjangan dikemudian hari.

Untuk menylkapi permasalahan
tersebut, Bank Indonesia sebagal
otoritas pengawas industn perbankan
berkepentingan untuk meningkatkan
perlindungan terhadap kepentingan
nasabah yang berhubungan dengan
bank. Mengingat pentingnya
pemmasalahan tersebut, bank
Indonesia telah menetapkan upaya
hokum perfindungan nasabah sebagai
salah satu pilar dalam Arsitektur
Perbankan Indonesia (AFl) yang
diluncurkan oleh Gubemur Bank
Indonesia pada tanggal 9 januar
2004, "

Keberadaan Arsitektur
Perbankan Indonesia sangat penting

”Denggan Mauli Tobing “Resiko Hukum Yang
ferjadl of dalam psfanjian kredit bank dalam
kaitannya dengan  perfindungan  Keonsumen”,
Medar: Skripsd, 2008, him. 100,




dalam upaya menciptakan sisten
perbankan yang sehat, kuat dan

efisien. Membangun industn
perbankan yang kuat dan sehat
adalah suaty persyaratan mutiak

talam perekonomian nasional, sebab
melalui peran intermediasi perbankan

itulah roda perekonomian  bias
digerakkan Ilebih cepat, sehingga
stabilitas ekonomi juga dapat

terpelinara, Bank indonesia telah
merumuskan visi dan tujuan Arsitektur
Perbankan Indonesia yaitu mencapai
suatu sistem perbankan yang sehat,
kuat, dan efisien guna mewujudkan
stabilitas sistem keuangan

dan mendorong pembangunan
ekonomi nasional.™

Untuk mencapai visi dan tujuan
Arsitektur Perbankan Indonesia |, bank
indonesia memformulasikan 6 (enam)
plar utama sebagai sasaran yang
ingin dicapai, yaitu ;"

1. Struktur Perbankan yang sehat
dan mampu mendorang
pembangunan ekonomi nasional
dan berdaya saing inteinasional,

2. Sistem pengaturan yang efektif
dan mampu mengantisipasi

- Hermansyah, Hukum Perbankarr Nasiognal
Indoenecaia, Kencana: Jakards, 2008, him. 181,
* mid., him, 182,
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perkembangan pasar  keuangan
domestik dan internasional.

3. Sistem pengawasan bank yang
independen dan efektif.

4. Penguatan kondisi intemal industri

perbankan.

5. Penciptaan dan penguatan

infrastruktur pendukung industri
perbankan.

6. Perlindungan dan pemberdayaan

nasabah.

Berkaitan dengan perlindungan
konsumen  perbankan, masalah
tersebut mendapatkan perhatian yang
khusus dalam Arsitektur perbankan
indonesia, khususnya pada pilar
kesnam. Hal ini  menunjukkan
besarnya komitmen bank indonesia
dan perbankan untuk memperkuat
periindungan konsumen I{husuénya di
dalam perjanjian kredit bank.

Upaya ini kemudian beranjut
dan dituangkan menjadi pilar ke VI
dalam APl yang mencakup empat
aspek. Keempat aspek tersebut
dituangkan kedalam empat program
API yaitu sebagai berikut '

1. Penyusunan standar mekanisme
pengaduan nasabah.

2. Pembentukan lembaga mediasi
perbankan independen,

= Denggan Maul Tobing Op, Ci., him. 102
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3. Penyusunan standar transparansi
informasi produk.

4. Peningkatan
nasabah

edukast untuk

Keempat Program diatas saling
terkait satu sama lain dan secara

bersama-sama akan dapat
meningkatkan  periindungan  dan
pemberdayaan hak-hak nasabah.

Oleh karena itu hal ini merupakan
salah satu langkah kebijakan yang
akan diterapkan oleh Bank Indonesia
(Bl) yang tertuang dalam Arsitektur
Perbankan Indonesia, agar
kepercayaan dari masyarakat itu
harus tetap teraga. Serta dapatl
memberikan manfaat baik bagi
nasabah maupun bank.'

L. PENUTUP
A. Kesimpulan

Dari uraian mengenai Tinjauan
Hukum  Perlindungan  Konsumen
Terthadap Perjanjian Kredit Bank
diuraikan dalam Bab |, Bab |l, dan Bab
Il maka dapat diambil kesimpulan
sebagai berikut :

% ibid.

2. Upaya

1. Perjanjian kredit bank merupakan
perjanjian sepihak oleh bank,
nasabah tinggal menandatangani
dokumenfformulir  yang  sudah
dibuat dan dirancang formainya
oleh bark. Yang mana didalam
perjanjian kredit bank tersebut
terdapat klausula-klausula yang
memberatkan konsumen. Seria
terdapat klausula eksonerasi yang
mana didalamnya pihak bank
membebaskan kewajibannya atau
menghapus sama sekali
kewajibannya. Dan  klausula-
klausula baku perjanjian Kkredit
bank yang bertentangan dengan
Undang-Undang Perlindungan
Konsumen khususnya pada Pasal
18 vyang memuat larangan
terhadap larangan klausula baku
atau klausula eksanerasi tersebut.
Pengawasan dan  penegakan
hokum terhadap  pelanggaran
klausula baku sebagaimana diatur
dalam undang-undang
perindungan  konsumen  juga
sampai sekarang belum
dilaksanakan.

Hukum  Perlindungan

Keonsumen Terkait dengan

Klausula Eksonerasi Perjanjian

Kredit Bank selain dapat dilakukan

melalui penerapan Pasal 18

Undang-Undang No. 8 Tahun 1888

tentang Perdindungan Konsumen

juga dapat dilakukan sesual



dengan kebijzkan Bank Indonesia
Yang mana Bank indonesia
meningkatkan perlindungan
terhadap kepentingan nasabah
dalam berhubungan dengan bank.
Bank Indonecia telah menetapkan
upaya perlindungan nasabah
sebagai salah satu pilar dalam
Arsitektur Perbankan Indonesia
(APl). Agar kepercayaan dari
masyarakat itu harus telap terjaga.
Serta Keberadaan independen ini
akan memberikan manfaat baik
bagi npasabah maupun bank
khususnya dalam perjanjian kredit
-bank di indonesia.

B. Saran

. Bank diharapkan dalam membuat
klausula-klausula yang tidak
memberatkan konsumen dalam
perjanjian kredit bank, terus
mengkaiji lebih dalam mengenai
apa saja isi atau  klausula-
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rlausula yang seyogianya dimuat
atau tidak dimuat dalam suatu
perjanjian kredit tersebut.
Sehingga tidak bertentangan
dengan Undang-undang No. 8
Tahun '1988 tentang
Perlindungan Konsumen.

Dalam upaya  perindungan
hukum selain upaya-upaya yang
telah tersebut pada pembahasan
sebelumnya, seharusnya pihak
bank dalam memberikan upaya
perindungan nasabah terkait
dengan klausula eksonerasi
dalam perjanjian kredit bank
memberikan kesempatan atau
hak negosiasi atau mengoreksi isi
peranjian kredit bank yang
dianggap merugikan nasabah
atau yang dianggap masih tidak
sesuai dengan ketentuan dalam
Pasal 18 UU no. 8 Tahun 1929
tentang pedindungan konsumen.
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